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ABSTRAK

Tanggung Jawab Individu Terhadap Perusakan Monumen Bersejarah dan
Keagamaan Menurut Hukum Humaniter Internasional
Oleh

Pratama Ramadhan Davia Putra

Monumen bersejarah dan situs keagamaan pada konflik bersenjata sering
mengalami kerusakan yang melukai perasaan komunitas terkait, hal ini juga
didasarkan pada beberapa kasus kerusakan cultural property pada wilayah konflik
bersenjata yang terjadi pada beberapa tahun belakangan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tanggung jawab individu terhadap
perusakan monumen bersejarah dan keagamaan. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian hukum normatif, mengacu pada studi kepustakaan
pada literatur hukum nasional maupun hukum internasional. Hasil penelitian
diperoleh, Hague Convention 1954 mengatur perlindungan terhadap cultural
property selama masa perang, termasuk monumen bersejarah dan keagamaan.
Konvensi ini yang diadopsi setelah kerusakan besar-besaran selama Perang Dunia
I, melarang tindakan kejahatan terhadap cultural property dan menetapkan
tanggung jawab pelaku perusakan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan
jenis tanggung jawab reparasi, namun perkembangan hukum internasional seperti
Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts oleh ILC telah
melengkapinya tuntutan terhadap negara atau individu yang bertanggung jawab
terhadap perusakan cultural property. Pembentukan pengadilan internasional
seperti ICC juga sangat berperan penting seperti halnya yang terjadi pada kasus
Ahmad Al Faqi Al Mahdi yang juga menjadi preseden hukum internasional.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Individu, Monumen Bersejarah dan Keagamaan,

Hukum Humaniter Internasional



ABSTRACT

Individual Responsibility for Destruction of Historical and Religious
Monuments Under International Humanitarian Law
By
Pratama Ramadhan Davia Putra

Historical monuments and religious sites in armed conflict often suffer damage that
hurts the feelings of related communities, this is also based on several cases of
damage to cultural property in areas of armed conflict that have occurred in recent
years. This study aims to determine the regulation and forms of individual
responsibility for destroying historical and religious monuments. In this research,
the author uses normative legal research, referring to national and international
legal literature studies. The results of the research obtained, the Hague Convention
1954 regulates the protection of cultural property during wartime, including
historical and religious monuments. This convention, which was adopted after
massive destruction during World War Il, prohibits crimes against cultural
property and establishes the responsibility of the perpetrators of destruction.
Although it does not explicitly mention any type of reparations liability,
international legal developments such as the ILC's Article on Responsibility of
States for Internationally Wrongful Acts have complemented claims against states
or individuals responsible for destroying cultural property. The establishment of
international tribunals such as the ICC is also very important as was the case with

Ahmad Al Fagi Al Mahdi, which also set an international legal precedent.

Keywords: Individual Responsibility, Historical and Religious Monuments,

International Humanitarian Law
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. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Monumen bersejarah maupun situs keagamaan sering kali menjadi tidak sengaja
terlibat dalam konflik bersenjata, meskipun properti ini memiliki nilai yang jauh
lebih mendalam daripada sekadar bahan konstruksi.! Pada tahun 2012, konflik
bersenjata di Mali mengakibatkan kerusakan pada Mausoleum, monumen
bersejarah dan keagamaan yang dianggap sebagai tempat pemakaman tokoh-tokoh
penting bagi masyarakat Kota Timbuktu,? Monumen-monumen tersebut tidak
hanya mencerminkan sejarah, identitas budaya, dan agama suatu masyarakat, tetapi
juga berfungsi sebagai tempat penting dalam kehidupan keagamaan.® Kerusakan
pada monumen bersejarah dan situs keagamaan tidak hanya mengancam integritas

warisan tersebut, tetapi juga menimbulkan duka bagi komunitas yang bersangkutan.

Menurut UNESCO Heritage adalah warisan budaya dari masa lalu yang diwariskan

kepada generasi mendatang karena memiliki nilai yang signifikan dan perlu

! Adie, B. A., 2017, Franchising our heritage: The UNESCO world heritage brand, Tourism
Management Perspectives, 24, 48-53.

2 Joffroy, T., & Essayouti, , 2020, Lessons learnt from the reconstruction of the destroyed
mausoleums of Timbuktu, Mali. The International Archives of the Photogrammetry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences, 44, 913-920.

% Poissonnier, B, 2018, The great mosque of Timbuktu: Seven centuries of earthen architecture,
In Earthen Architecture in Muslim Cultures (pp. 22-36). Brill.



dipertahankan atau dilestarikan. Benda-benda bersejarah mencerminkan kehidupan
sosial dan sejarah masyarakat di tempat tersebut.# Pelestarian cultural property bisa
membantu merevitalisasi masyarakat, memulihkan identitas mereka, dan dapat
menjadi penghubung antara masa lalu dengan kehidupan saat ini. Benda-benda
budaya sangat rentan terhadap kerusakan serius selama perang internasional
maupun non-internasional. Perlindungan terhadap monumen bersejarah dan situs
keagamaan selama konflik bersenjata adalah isu krusial karena kehancuran mereka

dapat berdampak buruk bagi umat manusia secara keseluruhan.®

Pada tahun 2012, kerusakan Mausoleum di Kota Timbuktu menjadi peristiwa
penting yang menunjukkan dampak negatif pada monumen bersejarah dan situs
keagamaan. Pada tahun 2016, Ahmad Al-Fagi Al-Mahdi disidang oleh Pengadilan
Pidana Internasional (ICC) atas perannya dalam peristiwa perusakan terhadap
monumen bersejarah.® Hal ini menjadikan kasus tersebut sebagai fokus utama
dalam mempertimbangkan tanggung jawab individu atas kerusakan tersebut, serta
penggunaan reparation order untuk mengatasi dampak kerusakan pada monumen
bersejarah dan situs keagamaan selama konflik bersenjata. Dalam konteks ini,
muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hukum humaniter internasional
mengatur tanggung jawab individu atas perusakan tersebut dan mekanisme yang
tersedia untuk memberikan kompensasi kepada korban. Kasus Al-Mahdi menyoroti

kompleksitas isu ini dan menunjukkan pentingnya mengeksplorasi tanggung jawab

4 Benhamou, F., 2020, Heritage, In Handbook of Cultural Economics, Third Edition (pp. 279-286).
Edward Elgar Publishing.

> Rassler, M., 2020, World Heritage cultural landscapes: A UNESCO flagship programme 1992
2006. Landscape Research, 31(4), HIm. 333-353.

6 Casaly, P, 2016, Al Mahdi before the ICC: Cultural property and world heritage in international
criminal law, Journal of International Criminal Justice, 14(5), 1199-1220.



individu serta Perintah Restitusi dalam menanggapi perusakan monumen
bersejarah dan situs keagamaan selama konflik bersenjata dalam kerangka hukum

humaniter internasional.’

Hague Convention 1954 tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Konflik
Bersenjata menekankan pentingnya melindungi properti bersejarah dan keagamaan
saat terjadi perang. Konvensi ini mengatur bagaimana benda-benda budaya harus
dilindungi selama konflik bersenjata. Konvensi Den Haag 1954, ditandatangani di
Belanda pada 14 Mei 1954, telah diakui oleh 135 negara sebagai langkah global
untuk melindungi warisan budaya saat konflik bersenjata. Menurut article 28
konvensi ini, benda-benda budaya dan monumen bersejarah yang termasuk warisan
umat manusia wajib dijaga dari kerusakan yang disengaja, pencurian,
penyelundupan, atau penjarahan selama masa konflik bersenjata atau perang,
negara-negara peserta wajib menerapkan tindakan hukum, untuk mengejar dan
mengenakan sanksi pidana terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan konvensi
ini. Selain itu, article ini juga menegaskan kewajiban negara untuk mengembalikan
atau mengganti kerusakan yang timbul akibat pelanggaran terhadap benda-benda
kebudayaan yang dilindungi oleh konvensi ini.® Karena itu, individu atau kelompok
yang sengaja merusak atau menghancurkan properti tersebut selama konflik dapat

dianggap melanggar hukum internasional dan dapat dituntut secara hukum.®

7 Sterio, M., 2017, Individual Criminal Responsibility for the destruction of religious and historic
buildings: The Al Mahdi Case. Case W. Res. J. Int'l L., 49, 63.

8 Caust, J., & Vecco, M, 2017, Is UNESCO World Heritage recognition a blessing or burden?
Evidence from developing Asian countries, Journal of Cultural Heritage, 27, 1-9.

° Vrdoljak, A. F, 2018, Prosecutor v. Ahmad Al Fagi Al Mahdi: Judgment and Sentence &
Reparations Order (Int'l Crim. Ct.). International Legal Materials, 57(1), 17-79.



Selain itu, The militant group ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) terlibat dalam
kerusakan destruktif di reruntuhan kota kuno Palmyra Suriah pada tahun 2015-2017
yang menyebabkan hancurnya beberapa situs bersejarah, termasuk Kuil
Baalshamin dan Kuil Bel. ! Kehilangan monumen-monumen ini merupakan
kerugian besar bagi warisan dunia karena kepentingan budaya dan sejarah yang
mereka miliki bernilai tinggi.!' Selanjutnya yang terjadi di Mosul, saat ISIS
merebut kontrol atas kota Mosul pada tahun 2014, banyak situs bersejarah dan
monumen mengalami kerusakan parah. Masjid Al-Nuri, terkenal dengan
menaranya yang ikonik, dihancurkan oleh ISIS pada tahun 2017, meninggalkan

reruntuhan yang menggemparkan dan menggetarkan dunia.t?

International Criminal Court (ICC) menjatuhkan Reparation Order sebagai bentuk
sanksi telah memainkan peran penting dalam upaya untuk mengatasi dampak
kerusakan pada monumen bersejarah dan keagamaan.*® Dengan Reparation Order,
pengadilan dapat memerintahkan pembayaran kompensasi kepada korban,
memungkinkan mereka untuk memulihkan sebagian dari kerugian mereka. Dalam
kasus-kasus ini peran Reparation Order dan tanggung jawab individu dalam

konteks perusakan monumen bersejarah dan keagamaan menjadi perdebatan

10 Hidayat, F., Setiyono, J., & Dwiwarno, N., 2017, Aspek-aspek Hukum Perlindungan Situs
Budaya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno
Palmyra oleh Isis). Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-12.

11 Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K, 2019, Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di
Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan
Suriah) Protection of War Reporters in Armed Conflict Areas Based on International Law (Case
Study Of The Irag And Syria Conflict), Cepalo, 3, 11-18.

12 Ramadhan, M. K. Peran World Health Organization Dalam Merespons Krisis Kesehatan Di
Mosul Periode 2016-2017 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan lImu Politik Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

13 McHale, N. G., Hollywood, M. A., Sergeant, G. P., Shafei, M., Thornbury, K. T., & Ward, S. M.,
2006, Organization and function of ICC in the urinary tract. The Journal of Physiology, 576(3), 689-
694.



menarik dalam hukum humaniter internasional. Reparation Order, sebagai
mekanisme untuk memberikan pertanggungjawaban kepada korban perusakan,

juga menjadi fokus penting dalam topik ini.*

Dalam menjalankan peranannya untuk menjaga dan melindungi monumen
bersejarah dan situs keagamaan selama konflik bersenjata, hukum humaniter
internasional menegaskan prinsip-prinsip yang mendorong perlindungan terhadap
cultural property telah membantu memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum
internasional yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam perusakan tersebut.*®
Namun, masih ada beberapa halangan yang harus diatasi dalam konteks tanggung
jawab individu. Salah satunya adalah perluasan kerangka hukum dan sanksi yang
lebih spesifik untuk menangani perusakan monumen bersejarah dan keagamaan,
sehingga tindakan semacam ini dapat dicegah lebih efektif dan diproses dengan

lebih baik oleh pengadilan internasional.

Melalui penelitian ini penulis ingin melengkapi hasil penelitian-penelitian terkait
sebelumnya antara lain karya Thore Neumann yang berfokus pada Perintah
Reparation Order dalam Kasus Ahmad Al-Fagi Al-Mahdi yang membicarakan
tentang transparansi peradilan hingga pandangan Customary Law terhadap objek

kerusakan dalam kasus ini. Kurangnya penjelasan dalam perspektif Hukum

14 Neumann, T, 2018, The ICC’s Reparations Order in re Al Mahdi-Three Remarks on Its Relevance
for the General Discussion on Reparations. Zeitschrift fir ausléandisches 6fentliches Recht und
Volkerrecht, ZAORV= Heidelberg Journal of International Law, HJIL, 78(3), 615-620.

1 D’hondt, S., Dupret, B., & Bens, J., 2021, Weaving the threads of international criminal justice:
The double dialogicity of law and politics in the ICC al-Mahdi case. Discourse, Context &
Media, 44, 100545.

6 Owiso, O., 2019, The International Criminal Court and Reparations: Judicial Innovation or
Judicialisation of a Political Process?. International Criminal Law Review, 19(3), 505-531.



Humaniter Internasional terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan
serta tanggung jawab individu yang terapkan membuat penulis tertarik menulis

topik ini.



1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab individu terhadap perusakan
monumen bersejarah dan keagamaan menurut Hukum Humaniter
Internasional?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab individu atas perusakan monumen

bersejarah menurut hukum humaniter internasional?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

a. Mengetahui pengaturan tanggung jawab individu terhadap perusakan
monumen bersejarah dan keagamaan sesuai dengan hukum humaniter
internasional.

b. Mengetahui bentuk tanggung jawab individu atas perusakan monumen
bersejarah menurut Hukum Humaniter Internasional

1.3.2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini dilakukan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:
a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan tulisan ini memiliki manfaat bagi pembaca dalam
memperdalam studi ilmiah dan menjadi referensi penting dalam konteks
internasional mengenai tanggung jawab individu terhadap perlindungan
monumen bersejarah dan keagamaan sesuai dengan hukum humaniter

internasional.



b. Kegunaan Praktis
Sebagai tambahan, melalui penelitian ini diharapkan adanya kontribusi
praktis dalam pemahaman dan penerapan lebih lanjut mengenai
tanggung jawab individu terhadap perlindungan monumen bersejarah

dan keagamaan menurut hukum humaniter internasional.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini memiliki ruang lingkup penelitian yang berfokus untuk mengulas
tanggung jawab individu terhadap kerusakan monumen bersejarah dan keagamaan
dalam konteks hukum humaniter internasional, dianalisis dari perspektif Hukum

Humaniter Internasional (HHI).

1.5. Sistematika Penulisan

Sebagai sarana untuk pengembangan skripsi ini maka struktur penulisannya harus

tersusun atas poin-poin berikut ini:

1.5.1. Pendahuluan

Bagian ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang memberikan gambaran
umum mengenai fokus permasalahan yang dibahas. Meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian,

serta sistematika penulisan.

1.5.2. Tinjauan Pustaka
Bab ini juga bertujuan untuk menguraikan kerangka konseptual yang

diperlukan dalam memahami analisis data serta pembahasan di Bab IV.



Tinjauan pustaka dalam bab ini mencakup penjelasan mendalam mengenai
hukum internasional secara umum, serta konsep tanggung jawab individu
terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan menurut hukum

humaniter internasional.

1.5.3. Metode Penelitian

Bagian ini memberikan penjelasan tentang metode atau pendekatan yang
diterapkan dalam penyusunan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan.
Metode penelitian ini mencakup jenis studi, pendekatan terhadap masalah,

sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

1.5.4. Pembahasan

Bab ini adalah tempat di mana masalah yang diidentifikasi dalam skripsi
diselesaikan dan dijelaskan. Solusi dalam skripsi ini dicapai dengan
merangkum temuan penelitian dan menganalisis data sebagaimana yang telah
diuraikan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab
individu terhadap kerusakan monumen bersejarah dan keagamaan menurut

hukum humaniter internasional.

1.5.5. Penutup

Selain sebagai penutup dari skripsi ini, bab ini akan menyimpulkan dengan
menguraikan hasil analisis dan pembahasan penelitian. Dalam tambahan, akan
diberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan ini sebagai pedoman untuk

penelitian di masa mendatang.
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. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Humaniter Internasional

2.1.1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Perang adalah bentuk puncak dari konflik antar manusia yang melibatkan
eskalasi kekerasan dan penggunaan senjata. Sebagai suatu kejadian yang sering
kali tidak diinginkan oleh umat manusia, perang dapat menimbulkan
penderitaan dan kerugian yang tak terhitung. Dalam konteks konflik
bersenjata, sering kali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan
yang mengakibatkan tindakan kekejaman yang tragis.!” Untuk meminimalkan
dampak negatif dari perang, masyarakat internasional sepakat untuk
menerapkan hukum humaniter internasional atau International Humanitarian

Law (IHL).8

Awalnya dikenal sebagai hukum perang (laws of war), International
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict berkembang menjadi hukum

sengketa bersenjata (laws of armed conflict), dan akhirnya dikenal dengan

17 eliza, emi, heryandi, heryandi, & syofyan, ahmad. (2015). INTERVENSI KEMANUSIAAN
(HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu
Hukum, 8(4). HIm 5

18 1bid.
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istilah hukum humaniter.® Istilah Hukum Humaniter sendiri merupakan istilah
yang relatif baru dalam literatur hukum internasional. Istilah ini muncul sekitar
tahun 1970-an seiring dengan diselenggarakannya Konferensi Para Ahli
Pemerintah tentang Pemantapan dan Pengembangan Hukum dalam Konflik

Bersenjata pada tahun 1971.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, International Humanitarian Law (IHL)
dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, "Jus ad Bellum", yang mengatur
kelayakan atau keabsahan penggunaan kekerasan senjata oleh suatu negara.
Kedua, "Jus in Bello", yang mencakup ketentuan hukum yang berlaku selama
perang, baik dalam aspek cara perang dilakukan (conduct of war) maupun
perlindungan terhadap orang sipil atau militer yang menjadi korban (seperti

Konvensi Jenewa 1949).%°

"Pertama, "Jus ad Bellum" berkaitan dengan hukum yang mengatur kapan
suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan atau terlibat dalam
konflik bersenjata. Prinsip-prinsip seperti persetujuan dari Dewan Keamanan
PBB menjadi landasan, menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer harus
memperoleh persetujuan Dewan Keamanan PBB, kecuali dalam keadaan
darurat sendiri atau untuk tujuan pemeliharaan perdamaian internasional”. Hak
legitimasi juga merupakan faktor penting di mana penggunaan kekuatan

bersenjata harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti pertahanan diri atau

19 Green, L. C., 2018, The contemporary law of armed conflict. In The contemporary law of armed
conflict. Manchester University Press. HIm 56

2 Galy, J. N., 2019, PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. TerAs Law Review:
Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 1(1), 127-144.
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tindakan kolektif untuk menjaga keamanan dunia. Sementara itu, "Jus in Bello"
berkonsentrasi pada hukum yang berlaku selama konflik bersenjata, yang
menetapkan peraturan dan prinsip tentang pelaksanaan perang. Hal ini
mencakup perlindungan terhadap warga sipil, larangan terhadap penyiksaan,
dan prinsip proporsionalitas sebagai beberapa elemen krusial yang diatur oleh
"Jus in Bello".?! Konsep ini menyoroti pentingnya menghormati martabat
manusia dan mengurangi dampak negatif terhadap individu yang tidak terlibat
langsung dalam pertempuran. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan
kedua konsep ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam

mengatur dan mengontrol perilaku negara-negara selama konflik bersenjata.

Geza Herczegh, dalam pandangannya tentang hukum humaniter internasional,
mengemukakan bahwa cakupan hukum ini lebih dari sekadar Konvensi

Jenewa.

"Hukum humaniter internasional adalah bagian dari peraturan hukum
internasional yang dirancang untuk melindungi individu selama konflik
bersenjata. Meskipun terkait erat dengan norma-norma perang, ia dapat
dibedakan dengan jelas karena tujuan dan semangatnya yang berbeda”.?

Seorang ahli Hukum Humaniter Internasional Bernama Jean Pictet,
menuliskan pengelompokan hukum humaniter dalam bukunya yang berjudul
"On the Principle of International Humanitarian Law", pengelompokan

tersebut adalah::

2L Kolb, R., 1997, Origin of the twin terms jus ad bellum/jus in bello. International Review of the
Red Cross (1961-1997), 37(320), 553-562.

22 Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R, 2019, Penggunaan Tentara Anak
Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus:
Konflik Bersenjata di Sri Lanka), Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 124-133.
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a. Keadaan Darurat militer dimana keadaan ini terbagi menjadi dua kategori,
yaitu:
The Hague Laws mengatur cara dan metode perang, sementara Geneva
Laws melindungi korban perang.

b. UU Hak Asasi Manusia
Pictet kemudian mengemukakan definisi hukum humaniter selaku aturan-
aturan internasional secara tertulis maupun kebiasaan, yang menjadi

penghargaan terhadap individu dan kesejahteraannya.

Pictet menggunakan istilah darurat militer dalam dua konteks, yaitu The Hague
Law untuk hukum perang yang sebenarnya, dan Hukum Jenewa untuk hukum

humaniter dalam pengertian sesungguhnya.

Hukum humaniter juga diartikan sebagai berikut ini:

“Hukum humaniter mencakup semua prinsip, metode, dan peraturan
internasional, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi hukum
perang dan hak asasi manusia, dengan tujuan untuk memastikan penghargaan
terhadap martabat dan hak setiap individu. ”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan menjadi Hukum Humaniter
Internasional sebagai serangkaian norma hukum yang bertujuan menjaga dan
memberikan perlindungan kepada individu yang tidak terlibat dalam konflik
bersenjata. Ini juga mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik untuk
mengurangi dampak mengerikan dari perang, melindungi mereka yang tidak
terlibat, serta memastikan bahwa perlakuan terhadap tawanan perang dan

penduduk sipil sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
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2.1.2. Sumber Hukum Humaniter Internasional.

Hukum humaniter internasional, sebagai cabang dari hukum internasional,
mengatur mekanisme dan prinsip-prinsip yang berlaku antara negara-negara
yang terlibat dalam konflik bersenjata. Hukum ini bertujuan untuk memastikan
perlindungan terhadap individu yang tidak berpartisipasi dalam konflik dan
membatasi metode serta cara-cara perang yang dapat digunakan. Tujuan
utamanya adalah melindungi individu yang tidak berpartisipasi dalam perang,
seperti penduduk sipil, tawanan perang, dan personel medis. Selain itu, hukum
humaniter juga mengatur metode yang dapat digunakan dalam konflik
bersenjata untuk mengurangi penderitaan manusia. Dalam kerangka hukum
internasional, sumber-sumber hukum humaniter diakui sebagai bagian dari
korpus Hukum Internasional. Berdasarkan article 38(1) Statuta Mahkamah
Internasional, terdapat beberapa jenis sumber hukum yang dianggap sebagai
referensi utama dalam penyelesaian sengketa internasional, termasuk sumber-

sumber humaniter:23

1. Konvensi atau Perjanjian Internasional
2. Hukum Kebiasaan Internasional

3. Prinsip-prinsip hukum internasional

4. Preseden atau Keputusan Pengadilan

5. Pelajaran dari publikasi berkualitas tinggi dari berbagai negara

23 Sopiana, M., 2019, Kedudukan International Crimnal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum
Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana
Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). HIm 56.
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Hukum humaniter internasional berasal dari tiga sumber utama, yaitu:

1. Konvensi Den Haag
Konvensi Den Haag dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum utama
dalam hukum humaniter internasional, menetapkan aturan-aturan yang
secara khusus ditujukan untuk melindungi individu yang terdampak oleh
konflik bersenjata. Konvensi ini juga mengatur standar perilaku yang harus
dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan darat, sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum humaniter. Hukum perang darat diatur
dalam dua perjanjian internasional yang dibuat di Den Haag pada Tahun
1899 dan 1907 kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan istilah

Konvensi Den Haag | dan 11%*

2. Konvensi Jenewa
Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI), Konvensi Jenewa
berperan sebagai salah satu landasan utama yang merumuskan prinsip-
prinsip perlindungan bagi korban perang dan menetapkan standar hukum
untuk konflik bersenjata. Konvensi ini memuat serangkaian perjanjian
internasional dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap korban
perang serta untuk melindungi individu-individu yang tidak berpartisipasi

secara langsung dalam perang. Konvensi ini pertama kali diadopsi pada

24 Hilda, H., (2013), Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Denhaag 1954 Tentang Perlindungan
Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika
Serikat-lrak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, Jurnal Cita
Hukum, 1(1), 95999.
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Tahun 1949 yang kemudian pada tahun 1977 konvensi mengalami

perluasan dengan ditambahkannya Protokol Tambahan.?®

3. Sumber lainnya,;
a. Deklarasi Paris 1856
b. Deklarasi St. Petersburg 1868
c. Rancangan Pengaturan Den Haag tentang perang di Udara 1923
d. Protocol Jenewa
e. Protocol London 1936
f.  Konvensi Den Haag 1954

g. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980

2.1.3. Asas Hukum Humaniter Internasional

Semua peraturan dalam hukum humaniter internasional yang juga dikenal
sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, berlandaskan pada tiga
prinsip utama vyaitu prinsip kepentingan militer (military necessity),
perikemanusiaan (humanity), dan kesatriaan (chivalry). Prinsip prinsip tersebut
menjadi fondasi bagi semua peraturan yang ada dalam hukum humaniter,
seorang pakar HHI Bernama Kunz kemudian menyatakan pendapatnya:

“The laws of war must achieve a delicate balance between, on one side, the

principles of humanity and chivalry, and on the other, military interests, in
order to be widely accepted and effectively implemented. ”

% HZ, E. D., 2011, Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan
Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Jurnal llmu Hukum, 2(1). HIm 4
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Dengan demikian, Hukum Humaniter yang mengatur konflik bersenjata tidak
hanya memperhitungkan prinsip kepentingan militer dari para pihak yang
secara langsung berpartisipasi, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan
serius asas kemanusiaan dan kesatriaan. Demikian pula dengan aturan-aturan
dalam hukum perang tidak bisa hanya menitikberatkan pada aspek
kemanusiaan dari konflik tanpa mempertimbangkan aspek operasional militer
yang terlibat.?® Selain itu, tanpa adanya keseimbangan antara prinsip ini, tidak
mungkin untuk mengembangkan aturan-aturan tentang Hukum Perang yang
dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Berikut ini akan diberikan

penjelasan terkait dengan asas-asas tersebut:?’

a. Asas kepentingan militer (Military Necessity)
Asas ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam peperangan
memiliki hak untuk menerapkan kekuatan yang diperlukan guna
mengalahkan musuh seefektif mungkin, dengan waktu yang singkat
mungkin serta biaya dan kerugian yang minimal. Meskipun demikian, hak
ini tidak bersifat mutlak, penggunaan alat atau senjata untuk mencapai
tujuan ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang proporsional dan
terukur.

b. Asas Kemanusiaan (Humanity)
Asas kemanusiaan melarang penggunaan kekerasan yang berlebihan untuk

mencapai tujuan atau kemenangan dalam perang. Perlu menjadi perhatian,

% HAFZANY, G. Penerapan asas non intervensi terhadap studi kasus konflik bersenjata di suriah
berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Hukum Prodi lImu Hukum Fakultas Hukum
Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(3). Him 4

27 Ria Wierma Putri. 2011. Hukum Humaniter Internasional. Bandar lampung: Universitas
Lampung. HIm 11
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yang terluka atau sakit, dan tawanan perang tidak dapat dianggap sebagai
ancaman dan harus mendapat perlakuan yang baik serta mendapatkan
perawatan serta perlindungan. Tak hanya itu, penduduk sipil yang tidak
berpartisipasi dalam konflik juga harus mendapatkan perlindungan dan
dijauhkan dari dampak perang.
c. Asas Kesatriaan (Chivalry)

Dalam asas ini telah diatur tentang penggunaan senjata atau metode perang
haruslah mengikuti standar kesatriaan. Hal ini mencerminkan nilai
kejujuran dalam peperangan, dengan menolak segala bentuk alat atau
metode yang melanggar hukum humaniter internasional dan hukum
perang. Asas kesatriaan ini diatur dalam berbagai ketentuan hukum
humaniter, termasuk dalam Konvensi Den Haag Il 1907 tentang
permulaan perang. Menurut article 1 dari Konvensi tersebut dinyatakan
bahwa setiap Tindakan peperangan harus di dahului oleh pemberitahuan
yang jelas, dapat berupa deklarasi perang secara resmi dengan alasan yang

mendasarinya atau dengan melakukan ultimatum

2.2. Konflik Bersenjata

Hukum humaniter atau juga sering dirujuk sebagai hukum perang merupakan
seperangkat aturan atau regulasi esensial yang harus dipatuhi oleh anggota
Angkatan bersenjata sepanjang periode konflik bersenjata atau perang. Tujuan
utama dari regulasi ini adalah untuk mengatur perilaku militer terhadap pihak-pihak

yang terlibat dalam peperangan, baik itu musuh, milisi maupun penduduk sipil yang
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tidak berpartisipasi dalam kegiatan militer.?® Dalam situasi yang kacau akibat
perang, pelanggaran hukum seperti pembunuhan, kekerasan, pelecehan seksual,
perampasan harta benda, atau perilaku tidak bermoral lainnya terhadap tawanan
perang, milisi, atau warga sipil yang tidak terlibat dapat merusak reputasi militer
atau pemerintah suatu negara. erang, dalam perspektif Hukum Humaniter
Internasional, adalah bentrokan bersenjata antara dua atau lebih negara yang
masing-masing melibatkan angkatan bersenjata dan diatur oleh berbagai peraturan

hukum internasional.

Dalam kerangka hukum humaniter internasional terdapat dua kondisi untuk
menyatakan bahwa terdapat konflik bersenjata: Dalam Hukum Humaniter
Internasional, syarat pertama untuk menyatakan adanya konflik bersenjata adalah
bahwa kelompok bersenjata yang terlibat harus menunjukkan adanya struktur
organisasi yang jelas dan teratur; kedua konflik bersenjata harus menunjukan
adanya kelangsungan yang terus menerus, bukan hanya berlangsung dalam waktu
singkat. Menurut pengadilan ICTY, konflik bersenjata dibedakan dari kegiatan
kriminal atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan singkat dalam durasi. Dari
hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam situasi gangguan dan ketegangan internal,
tidak memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata, sehingga Hukum Humaniter

Internasional tidak berlaku dalam konteks tersebut.2°

Perang dapat diartikan sebagai suatu konflik bersenjata yang terjadi antara dua

ataupun lebih negara, dimana masing-masing negara menggunakan kekuatan

28 Gleditsch, N. P. (1998). Armed conflict and the environment: A critique of the literature. Journal
of peace research, 35(3), 381-400.
2 1bid.
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militernya untuk terlibat dalam perang. Dalam buku De Jure Belli ac Pacis perang
sendiri diartikan sebagai suatu situasi dimana pihak-pihak yang berseteru
menggunakan kekuatan bersenjata untuk melakukan pertempuran.*® Berdasarkan
pada pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perang memiliki
dua elemen utama yaitu:3! (1) adanya pertikaian atau permusuhan yang melibatkan
penggunaan kekuatan bersenjata dan; (2) kehadiran para pihak yang saling bertikai.
Oleh karena itu, secara mendasar istilah perang dan konflik bersenjata dapat
dianggap sama karena keduanya merujuk pada pertikaian antara pihak-pihak

dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

2.3. Tinjauan Umum Pengaturan Perusakan Monumen Bersejarah dan
Keagamaan Menurut Hague Convention for the Protection of Cultural

Property in the Event of Armed Conflict 1954

Chapter 1 article 1 Konvensi Den Haag 1954 mengatur perlindungan hukum bagi
benda-benda budaya dan situs-situs bersejarah selama konflik bersenjata,

mendefinisikan jenis-jenis objek yang perlu dilindungi:3

For the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property' shall
encompass:

a. Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of
every people, such as monuments of architecture, art or history, whether
religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole,
are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other
objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific

30 L. C. Green, 2000, The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition, Manchester
University Press, Manchester, HIm. 1.

81 risnain, muh. 2015. “PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA”. Fiat Justisia: Jurnal IImu
Hukum 8 (3). HIm 6

32 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag
tahun 1954



21

collections and important collections of books or archives or of reproductions
of the property defined above;

b. Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the
movable cultural property defined in subparagraph (a) such as museums, large
libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the
event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph

(@);
c. Centres containing a large amount of cultural property as defined in
subparagraphs (a) and (b), to be known as ‘centres containing monuments’

Konvensi Den Haag 1954, mengelompokkan benda-benda budaya bersejarah
dalam tiga kategori yang berbeda untuk tujuan perlindungan hukum selama konflik

bersenjata, kelompok tersebut antara lain:

a. Benda-benda budaya yang mencakup objek bergerak, dengan nilai budaya yang
sangat penting bagi setiap negara, termasuk monument arsitektur, situs
bersejarah serta benda-benda serupa lainnya;

b. Bangunan yang dirancang dengan tujuan utama untuk pelestarian serta
pemajangan objek-objek budaya berharga, seperti museum, perpustakaan,
Gudang arsip dan institusi sejenis yang berfungsi untuk menjaga warisan
budaya;

c. Tempat-tempat yang berfungsi sebagai pusat untuk menampung koleksi besar
dari barang-barang budaya yang memiliki nilai tinggi sesuai dengan poin a dan

b.

Dalam sejarah konflik bersenjata sering kali terjadi penghancuran terhadap

monumen dan situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan simbolis yang
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tinggi.3 Beberapa contoh monumen yang telah mengalami kerusakan luas selama

konflik bersenjata mencakup cultural property dan arsitektur berharga.3*

Kerusakan pada monumen dan situs bersejarah selama konflik bersenjata adalah
masalah serius dalam menjaga kelestarian warisan budaya manusia. Selain
mengakibatkan hilangnya nilai-nilai sejarah dan budaya, tindakan perusakan ini
juga berdampak negatif pada identitas serta ingatan bersama suatu masyarakat.
Berbagai instrument hukum humaniter internasional dirancang untuk memberikan
perlindungan kepada tempat-tempat bersejarah dalam rangka persiapan, selama
berlangsungnya dan setelah berakhirnya konflik bersenjata atau pemberontakan.3®
Dalam kerangka hukum internasional, hukum humaniter internasional menjadi
salah satu bidang yang pertama kali menawarkan perlindungan yang dirancang
khusus untuk situs-situs bersejarah dalam konflik bersenjata. Perlindungan
terhadap situs-situs bersejarah terutama didorong oleh nilai dan signifikansi tinggi

yang dimilikinya bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Sebagai instrumen hukum internasional pertama yang dirancang khusus untuk
perlindungan properti budaya selama konflik bersenjata, Konvensi Den Haag 1954
menetapkan pedoman-pedoman untuk melindungi situs-situs bersejarah. Selain itu,
Protokol Tambahan yang diadopsi dua puluh tahun setelah Konvensi Jenewa 1949

menetapkan ketentuan perlindungan yang lebih luas bagi benda-benda budaya,

33 Suryokumoro, H., Ardhiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). Hukum Humaniter
Internasional: kajian norma dan kasus. Universitas Brawijaya Press. HIm 33

3 Sitanggang, D. (2013). Pengrusakan tempat bersejarah dalam perang antarnegara sebagai
pelanggaran hukum humaniter internasional. Lex et Societatis, 1(2). HIm 2

% Nugroho, S., & Bayuaji, K. ANALISIS PERUBAHAN FUNGSI RUANG PADA CAGAR
BUDAYA KLINIK BETHESDA PETERONGAN. MODUL, 18(2), 70-74.
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termasuk situs bersejarah, baik dalam konteks konflik bersenjata internasional
maupun non-internasional, dengan memberikan perlindungan yang setara dengan
perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil lainnya.® Dalam Protokol-
protokol ini, terdapat ketentuan yang secara tegas melarang pihak-pihak yang
terlibat dalam konflik bersenjata untuk menjadikan situs-situs bersejarah sebagai
sasaran serangan militer. Protokol ini juga melarang segala bentuk pengrusakan,

penghancuran, atau penyanderaan terhadap situs-situs bersejarah.%’

2.3.1. Tanggung Jawab Individu pada Perusakan Monumen Bersejarah
dan Keagamaan pada Konflik Bersenjata
Dalam situasi konflik bersenjata, pelanggaran terhadap monumen bersejarah
dapat memiliki dampak yang merugikan dalam bidang kultural, sejarah, dan
sosial. Karena itu, penelitian mengenai tanggung jawab individu dalam
menjaga cultural property menjadi semakin penting dan relevan.3 Dengan
melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, kita dapat memahami bahwa
individu-individu dalam situasi konflik bersenjata memegang peran yang
bervariasi dalam menjaga atau merusak monumen bersejarah, serta dalam

mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di tengah konflik bersenjata.*

% bid.

37 Kurnia, P. A., Idris, M., & Hardiwinoto, S. (2017). Peranan United Nations Educational Scientific
And Cultural Organization (Unesco) Dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur
Akibat Konflik Bersenjata (Studi Kasus Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur
Akibat Konflik Bersenjata Di Suri. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-10.

38 Kereh, Y. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut
Hukum Internasional. Lex Et Societatis, 7(4). HIm 8

39 Sulistia, T. (2006). Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter
Internasional. Indonesian J. Int'l L., 4, 526.
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Konvensi Den Haag 1954 mengatur tanggung jawab negara, dengan article 28
memberikan ketentuan tentang sanksi terhadap negara yang melanggar
konvensi, dan article 10 Protokol Il menegaskan tanggung jawab individu.
Tanggung jawab individu dalam melindungi monumen bersejarah selama
konflik bersenjata juga terkait dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam
Konvensi Den Haag 1954, sebagaimana yang diuraikan dalam Bagian 1V
article 16 yang menyatakan bahwa konvensi ini tidak menghapus tanggung
jawab individual. Konvensi ini menegaskan pentingnya merawat dan
melindungi situs-situs bersejarah dan artefak budaya selama masa konflik
bersenjata, serta menetapkan bahwa negara-negara peserta bertanggung jawab
untuk mematuhi ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, individu-individu
memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak hanya menghormati
tetapi juga melindungi cultural property yang dilindungi oleh Konvensi Den

Haag 1954.40

Perusakan terhadap monumen bersejarah dalam konteks konflik bersenjata
mengarah pada pertanyaan yang mendalam tentang tanggung jawab individu
yang terlibat dalam tindakan tersebut. Menurut Konvensi Den Haag 1954
tentang Perlindungan Cultural Property di Tengah Konflik Bersenjata,
perusakan terhadap monumen bersejarah dalam konteks konflik bersenjata
memunculkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab individu yang terlibat

dalam tindakan tersebut. Konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara

40 Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan
Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan
Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 1000-1006). HIm 33
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peserta memiliki kewajiban untuk melindungi cultural property, termasuk
monumen bersejarah, dan individu yang melanggar ketentuan ini dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.#' Tanggung jawab individu dalam
perusakan monumen bersejarah tercermin dalam prinsip-prinsip hukum
internasional, di mana tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran
hukum perang. Hukum internasional menegaskan bahwa mereka yang terlibat
dalam perusakan monumen bersejarah dapat dikenai sanksi hukum, baik di

tingkat nasional maupun internasional.

Aspek moral dari tanggung jawab individu terhadap perusakan monumen
bersejarah juga perlu diperhatikan. Individu yang terlibat dalam tindakan
perusakan diharapkan memiliki kesadaran akan nilai-nilai sejarah dan
kebudayaan yang terkandung dalam monumen tersebut. Tanggung jawab
moral individu mencakup menghargai cultural property sebagai bagian
integral dari identitas manusia, serta pemahaman akan dampak negatif yang
timbul akibat perusakan terhadap monumen bersejarah. Oleh karena itu,
tanggung jawab individu atas perusakan monumen bersejarah diatur dalam
berbagai peraturan hukum internasional, termasuk Konvensi Den Haag 1954,
serta dalam prinsip-prinsip hukum perang dan norma-norma moral yang
mengatur perilaku individu di tengah konflik bersenjata. Memahami bentuk

tanggung jawab ini menjadi krusial dalam upaya mencegah perusakan

41 Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara
Palestina Dan Israel. Lex Et Societatis, 7(2). HIm 3
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monumen bersejarah dan menjaga cultural property untuk generasi

mendatang.

2.3.2. Reparation Order

Reparation Order adalah tindakan hukum internasional yang bertujuan untuk
memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada negara atau pihak yang
mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.
Ganti rugi ini dapat meliputi kerugian ekonomi, kerugian properti, atau dampak
lain yang timbul secara langsung dari tindakan yang melanggar norma-norma

hukum internasional.*2

Regulasi mengenai Reparation Order tidak hanya tercantum dalam Convention
for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den
Haag 1954, tetapi juga dalam berbagai peraturan hukum internasional seperti
article 75 dari Rome Statute dan secara eksplisit diatur dalam Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts pada Article 31.
Pengaturan ini juga ditemukan dalam prinsip-prinsip umum hukum
internasional, khususnya dalam konteks tanggung jawab internasional
negara.*® Salah satu prinsip dasar terkait dengan reparasi adalah bahwa negara
yang melanggar hukum internasional memiliki kewajiban untuk
mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang

memadai. Ini adalah bagian dari Doktrin Tanggung Jawab Internasional

42 |pid.
43 Vrdoljak, A. F. (2018). Prosecutor v. Ahmad Al Fagi Al Mahdi: Judgment and Sentence &
Reparations Order (Int'l Crim. Ct.). International Legal Materials, 57(1), 17-79.
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Negara yang diakui secara luas. ** Di samping itu, berbagai perjanjian
internasional dan konvensi juga dapat mengandung ketentuan-ketentuan

mengenai reparasi.

Penerapan Reparation Order dalam hukum internasional melibatkan proses
hukum yang kompleks dan seringkali memerlukan negosiasi antara pihak-
pihak yang terlibat. Pentingnya prinsip reparasi adalah untuk memastikan
keadilan dan akuntabilitas di tingkat internasional, serta untuk mendorong
negara-negara untuk mematuhi norma-norma dan kewajiban-kewajiban

hukum internasional.

Proses Reparation Order di hukum internasional dapat melibatkan beberapa
tahap. Pertama, pihak yang menganggap dirinya menjadi korban pelanggaran
hukum internasional oleh negara lain dapat mengajukan klaim kepada negara
yang diduga melanggar.*® Klaim ini dapat mencakup pernyataan secara rinci
tentang kerugian yang diderita dan dasar hukum yang mendukung tuntutan
tersebut. Jika pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan secara
damai melalui negosiasi, masalah tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau
forum hukum internasional, termasuk Mahkamah Internasional, untuk
penyelesaian.*® Proses ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk

meminta Reparation Order yang memerintahkan negara yang melanggar untuk

*Vrdoljak, A. F. (2023). Intentional Destruction of Cultural Heritage: Sentencing and Reparations.
In Heritage Destruction, Human Rights and International Law (pp. 112-141). Brill Nijhoff. HIm 23
45 Lostal, M. (2023). Reparations for cultural heritage destruction at the ICC and the limits of human
rights. In Art and Human Rights (pp. 282-305). Edward Elgar Publishing. HIm 66

%6 1bid.
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memberikan ganti rugi yang adil dan sesuai. Selain itu Reparation Order juga
dapat dikenakan kepada individu yang dinyatakan bersalah oleh International
Criminal Court dengan pertimbangan hakim serta bukti-bukti bersalah yang

diajukan.*’

Mahkamah Internasional, sebagai yurisdiksi utama untuk penyelesaian
sengketa antara negara-negara, dapat mengeluarkan putusan yang mengatur
jumlah dan bentuk ganti rugi yang harus diberikan. Putusan tersebut mengikat
pihak yang bersengketa, dan ketidakpatuhan dapat memiliki konsekuensi
hukum lebih lanjut.*® Namun, implementasi Reparation Order tidak selalu
mudah karena tergantung pada kemauan dan kapasitas negara yang melanggar
untuk memenuhi kewajiban reparasi tersebut. Seiring waktu, beberapa
mekanisme tambahan, seperti penengah atau mediasi internasional, juga dapat
digunakan untuk mencapai penyelesaian damai dan mendorong negosiasi
antara pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa Reparation
Order adalah bagian integral dari sistem hukum internasional yang bertujuan
untuk mempromosikan keadilan, pemeliharaan perdamaian, dan penghormatan
terhadap norma-norma hukum internasional di antara negara-negara anggota

komunitas internasional.*?

47 Ferstman, C. (2002). The reparation regime of the International Criminal Court: practical
considerations. Leiden Journal of International Law, 15(3), 667-686.

48 Bufalini, A. (2015). The Principle of Legality and the Role of Customary International Law in the
Interpretation of the icc Statute. The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 14(2),
233-254.

49 Cavadino, M., & Dignan, J. (1997). Reparation, retribution and rights. International Review of
Victimology, 4(4), 233-253.
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I11.  METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, analisis dilakukan dengan pendekatan yang
melibatkan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk mengkaji
fenomena hukum tertentu serta mencari solusi untuk permasalahan yang ada.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang terfokus pada
pemanfaatan bahan pustaka sekunder sebagai sumber utama. Studi ini akan
didasarkan pada kajian literatur hukum dan regulasi di tingkat nasional maupun
internasional. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menelaah aspek hukum
sebagai norma dalam konteks yang relevan. Penelitian ini mencakup analisis
dalam beberapa dimensi, seperti teoritis, sejarah, filosofis, serta pendekatan
perbandingan, struktur, pasal demi pasal, konsistensi, substansi, kekuatan
mengikat, dan bahasa hukum. Pendekatan hukum normatif diterapkan dengan
menekankan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan elemen-elemen

kunci yang terkait.°

50 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya, Bandung, thn. 2004,
Him. 102
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3.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan diartikan sebagai metode atau cara untuk
memahami dan mengarahkan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini
mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-
Undangan (Statute Approach) yang meliputi kajian menyeluruh terhadap semua
regulasi hukum yang relevan, serta Pendekatan Kasus (Case Approach) yang
fokus pada analisis berbagai kasus hukum yang relevan dengan topik
penelitian. ! Dalam konteks tanggung jawab individu terkait perusakan
monumen bersejarah dan keagamaan dalam situasi konflik bersenjata,
pendekatan kasus (case approach) melibatkan analisis keputusan-keputusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui studi kasus
yang relevan dengan isu penelitian, pendekatan ini bertujuan untuk
memperdalam pemahaman mengenai tanggung jawab hukum individu dalam

konteks kerusakan tersebut.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif merujuk pada tempat di mana
informasi dikumpulkan. Dalam konteks ini, data yang digunakan bersifat
sekunder dan diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian,

seperti buku, artikel jurnal, atau dokumen akademik lainnya.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum

primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, sumber hukum

%! 1bid. HIm 56
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sekunder yang meliputi buku dan artikel ilmiah, serta sumber hukum tersier

seperti berbagai pustaka tambahan lainnya yang relevan:

1. Bahan Hukum Primer

Dokumen atau teks hukum yang menjadi sumber utama peraturan hukum,

seperti Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of

Armed Conflict Den Haag 1954, Rome Statute, United Nation Charter

hingga Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts

bahan-bahan yang mengikat dan berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan, yaitu:

a.

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of
Armed Conflict Den Haag 1954

Geneva Convention 1949

Rome Statute International Criminal Court

International Court of Justice Statute

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
Pedoman UNESCO tentang Perlindungan Harta Budaya dalam Konflik
Bersenjata

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Interpretasi, analisis, atau kajian terhadap bahan hukum primer, seperti buku

teks hukum, artikel jurnal hukum, catatan kajian hukum, dan dokumen-

dokumen akademis lainnya.
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3. Bahan Hukum Tersier
Referensi atau komentar-komentar mengenai bahan hukum primer dan
sekunder, seperti ensiklopedia hukum, komentar-komentar ahli hukum, dan

panduan hukum.%?

3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data
Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data
melalui studi kepustakaan, yang mencakup aktivitas membaca dan
mempelajari literatur seperti buku, artikel jurnal, studi terdahulu, serta
sumber bacaan online yang relevan dengan topik yang dikaji dalam skripsi

ini.

2. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Mencari data adalah proses pengumpulan data melalui studi dan
pemeriksaan literatur yang relevan dengan topik skripsi.
2) Mengklasifikasikan data adalah proses penyusunan atau
penempatan data secara sistematis sesuai dengan kelompok atau
kategori pokok bahasan, sehingga memudahkan analisis lebih

lanjut.

52 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Press. HIm 33
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Menyeleksi data, merupakan proses pemeriksaan data untuk
memilih data yang relevan dengan pokok bahasan skripsi.
Menerjemahkan data, yakni proses mengubah data dari Bahasa
asing ke Bahasa Indonesia jika diperlukan, untuk memastikan
kesesuaian dengan pokok bahasan skripsi.

Sistematika data, merupakan proses penyusunan dan penempatan
data sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan dalam

penelitian, sehingga memudahkan proses analisis.
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V. PENUTUP

5.1.Kesimpulan
1. Hukum humaniter internasional mengatur tanggung jawab terhadap

perusakan monumen bersejarah dan keagamaan di Hague convention 1945
yang juga merupakan perjanjian multilateral pertama yang secara khusus
bertujuan melindungi cultural property selama masa perang yang terdiri
dari protocol I (1954) dan protocol 11 (1999). Konvensi ini melarang para
pihak melakukan tindak kejahatan terhadap cultural property sesuai article
2 dan article 12, adapula jenis-jenis tindakan yang dilarang pada article 15
hingga sanksi dan tanggung jawab pelaku perusakan pada article 28 dan
article 38. Hal ini menegaskan bahwa konvensi ini mengakui bahwa
kerusakan cultural property adalah kerugian seluruh umat manusia.
Walaupun dalam konteks jenis tanggung jawab reparasi tidak secara
eksplisit disebutkan jenis-jenis tanggung jawabnya namun pada
perkembangan hukum internasional selanjutnya, seperti dan Article on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang diadopsi
International Law Commission pada Article 31 dan beberapa article terkait
telah diperbarui untuk melengkapi kekosongan dalam konvensi ini dengan
menyediakan mekanisme untuk menuntut negara maupun individu yang

bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
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2. Bentuk tanggung jawab dalam konteks kasus perusakan monumen
bersejarah dan keagamaan di konflik bersenjata dibagi menjadi tanggung
jawab negara dan tanggung jawab individu. Spesifik kepada pelaku
individu bersifat personal dan biasanya ditangani oleh International
Criminal Court (ICC) dengan bentuk tanggung jawab berdasarkan putusan
pengadilan melalui perintah reparasi dan hukuman pidana. Pada Hague
Convention 1954 article 16 tidak menghalangi tanggung jawab individu
serta pada article 38 yang menegaskan tentang tanggung jawab pidana
individu juga tidak menghilangkan dan mengurangi tanggung jawab
negara. Selanjutnya, berdasarkan Article on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts Article 31 ditetapkan bahwa reparasi
memiliki beberapa kategori berdasarkan bentuk perintah reparasinya
seperti restitution, compensation dan satisfaction, serta rehabilitation dan
repetition sebagai tambahannya. Pada perkembangan hukum internasional
berikutnya International Court of Justice maupun International Criminal
Court telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan berbagai
bentuk perintah reparasi dalam beberapa kasus perusakan -cultural
property. Satu-satunya kasus yang menyangkut reparation order
individual pada perusakan cultural property (monumen bersejarah dan
keagamaan) adalah kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi yang saat ini menjadi
preseden penting dalam hukum internasional karena merupakan pertama
kalinya ICC mengadili seseorang atas kejahatan yang melibatkan

penghancuran warisan budaya, menegaskan bahwa tindakan tersebut
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adalah kejahatan perang serius sesuai dengan article 8 Rome Statute. Selain
itu, organisasi internasional seperti UNESCO, ICOMOS, ICBS dan
beberapa lembaga lain sangat berperan penting dalam melindungi,

memelihara hingga memperbaiki situs dan monumen budaya bersejarah.
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5.2. Saran
Hukum Internasional harus menekankan bahwa tindakan perusakan cultural

property bukan hanya merupakan kejahatan terhadap properti fisik, tetapi juga
merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah yang diakui
oleh komunitas internasional. Hague Convention 1954 dan Protokol Tambahan
1999 dengan jelas melarang perusakan situs budaya dan mengharuskan semua
pihak dalam konflik untuk melindungi warisan budaya. Penulis menggarisbawahi
bahwa individu yang terlibat dalam perusakan ini dapat diadili di pengadilan
internasional, seperti yang terjadi pada kasus Ahmad Al Fagi Al Mahdi, yang
dihukum oleh International Criminal Court (ICC) atas keterlibatannya dalam
perusakan monument bersejarah dan keagamaan di Timbuktu. Selain itu, Indonesia
perlu mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional terkait reparasi dalam
kerangka hukum nasional. Ini termasuk mengintegrasikan ketentuan mengenai
reparasi bagi korban kejahatan internasional dalam undang-undang nasional.
Perkuat peraturan yang melindungi situs budaya dan sejarah hingga keagamaan
mengingat efektivitas pengaturan dan prakteknya belum sesuai dijalankan oleh
otoritas negara. Indonesia yang kaya akan warisan budaya, perlu memiliki undang-
undang yang tegas dan mekanisme penegakan yang kuat untuk melindungi situs-

situs tersebut dari kerusakan dan vandalisme.
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